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PENGANTAR

TAP MPR RI No. VI/2001 tentang
Etika Kehidupan Berbangsa telah men-
jadi bagian dari hasil Lembaga Terting-
gi (waktu itu) Negara Republik Indo-
nesia. Agar TAP yang memang lahir
sebagai tanggapan terhadap situasi
“krisis moral-etika” yang sudah meng-
gejala, dapat memberikan pedoman
dalam kehidupan kita, isi dari enam
butir etika yang disebutkan, haruslah
dijabarkan lebih lanjut.

Kementerian Kebudayaan dan Pari-
wisata telah berusaha untuk merumus-
kan isi ketetapan MPR RI itu, agar dapat
menjadi pedoman-pedoman di dalam
kehidupan bersama kita sebagai bang-
sa-negara. Di dalam usaha perumusan-
nya itu, Kementerian berpegang pada
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paling tidak dua hal; yang pertama,
mengajak sejumlah orang yang diang-
gap akan mampu memberikan buah-
buah pikirannya “yang jernih”; yang
kedua, rumusan yang dihasilkan itu
“sedapat mungkin” adalah konkrit
yang dapat dilakukan di tengah-tengah
dan oleh “semua” warga masyarakat.

Sejalan dengan kedua hal di atas,
maka Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata melakukan beberapa kali
pertemuan baik dalam bentuk diskusi
maupun dalam bentuk seminar
dengan peserta yang cukup banyak. Se-
belum seminar dalam sesudah seminar
diadakan lagi beberapa kali pertemuan
dalam bentuk “kelompok kecil” untuk
enam bidang etika yang disebutkan di
dalam TAP MPR RI No. VI/2001 ter-
sebut.

Tentu saja tidak mudah memperoleh
suatu rumusan “yang bulat”, kare-
na adanya perbedaan-perbedaan
pendapat yang berkembang di



PEDOMAN FTIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

seminar maupun di dalam pertemuan
kelompok-kelompok kecil. Namun,
justru dengan adanya perbedaan pen-
dapat di dalam diskusi-diskusi itu,
telah memperkaya bahan-bahan yang
kemudian digunakan untuk membuat
rumusan-rumusan tentang Etika Ke-
hidupan Berbangsa itu.

Pada lembar-lembar selanjutnya, di-
berikan rumusan-rumusan dari ke-
enam bidang etika kehidupan ber-
bangsa. Apa yang diberikan itu adalah
berupa Rumusan dan Program Aksi, yang di-
harapkan akan dapat menjadi pedo-
man di dalam kehidupan bersama kita
sebagai bangsa-negara, sekarang dan
yang akan datang.



Taat, cerminan budaya bangsa
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I. Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya dimaksud-
kan untuk menegakkan etika secara
menyeluruh yang bertolak dari rasa ke-
manusiaan yang mendalam dengan
menampilkan kembali sikap jujur, sa-
ling peduli, memahami, menghargai,
mencintai, dan tolong menolong, serta
menghidupkan kembali budaya malu,
yakni malu berbuat kesalahan dan se-
mua yang bertentangan dengan moral
agama dan nilai-nilai hukum budaya
bangsa.

Sangat disadari bahwa persoalan eti-
ka sosial dan budaya bukanlah hal
yang mudah untuk dirumuskan dan
apalagi dilaksanakan. Kendala yang
dihadapi antara lain karena keragaman
latar belakang sosial budaya dan peng-
alaman sejarah yang berbeda. Perlu
waktu bagi bangsa ini untuk menya-
dari perlunya etika dalam konteks ber-
bangsa. Setelah mengalami fase-fase
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kritis dalam perjalanannya sebagai sua-
tu bangsa dan mengalami pendewasa-
an yang sangat mahal, dirasakan suatu
kebutuhan yang sangat mendesak un-
tuk merumuskan kebijakan dan penja-
baran etika sosial dan budaya dituntut
mencari jalan untuk membawa bangsa
ini keluar dari krisis multidimensi itu.

Sikap jujur merupakan prinsip peri-
laku yang memperlihatkan sikap keter-
bukaan, berlaku adil, dan berani mem-
pertanggungjawabkan di depan pub-
lik. Sikap jujur tentu saja bertolak bela-
kang dari berbohong, vaitu sikap yang
harus dihindari oleh siapa pun apalagi
sebagai pejabat dengan melakukan ke-
bohongan publik.

Sikap saling peduli merupakan prin-
sip yang saling menielihara, memper-
baiki, dan menjaga tatanan serta ling-
kungan. Sikap saling memahami meru
pakan prinsip perilaku yang dilandasi
atas paham kemajemukan/pluralitas
dalam memandang kondisi masya-
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rakat dan bangsa dengan keragaman
suku bangsa dan kebudayaannya. Si-
kap saling menghargai merupakan
prinsip perilaku dengan semangat
membangun atau konstruktif dengan
menghargai keahlian/ketrampilan, me-
nerima persaingan yang sehat, dan
berjiwa sportif dalam mencapai tujuan.

Sikap saling mencintai merupakan
prinsip perilaku memelihara hubungan
individu dan antar kelompok sosial
dengan lebih mengutamakan kepen-
tingan publik.

Sikap saling menolong merupakan
prinsip perilaku untuk mau dan senang
membantu sesama. Dengan sikap sa-
ling menolong ini, akan membantu se-
seorang yang karena sesuatu hal men-
dapat musibah.

Hal-hal yang perlu diberikan dalam
etika sosial dan budaya adalah:
1. Bergaul tanpa memandang golongan,

strata sosial, agama, suku bangsa,
dan pandangan politik, saling meng-
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hargai adanya perbedaan-perbeda-
an, serta selalu berlaku sopan
dengan menggunakan budi bahasa
yang halus tidak menyakitkan, raut
wajah tersenyum, meskipun ada per-
bedaan pendapat atau ideologi.

2. Membangun kerjasama ke arah ke-

10

baikan bersama (konstruktif), tidak
untuk kepentingan pribadi dan go-
longan yang bersifat destruktif, men-
jadikan pertemuan sebagai tempat
untuk merusak kebenaran dan me-
lestarikan permusuhan, tidak mem-
bicarakan hal aib dan merencanakan
langkah-langkah untuk menjatuh-
kan.

. Ikut serta dalam kegiatan sosial un-

tuk kepentingan bersama di ling-
kungan setempat kendati berada
dalam kelompok minoritas atau
mayoritas dari komunitas tertentu.
Senantiasa bersikap terbuka yang
menambah akrab pergaulan dan
menumbuhkan rasa solidaritas dan
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persaudaraan terhadap sesama. Me-
minimalkan prasangka yang tidak
sehat, serta stereotip negatif terha-
dap sesama umat beragama, mau-
pun terhadap etnis yang berbeda
yang menjurus ke arah konflik, se-
hingga dapat menumbuhkan keru-
kunan dan tercipta suasana damai di
tengah masyarakat yang berbeda
agama.

4. Mengembangkan forum-forum dialog
(sarasehan) lintas agama, suku/ras,
kelampok, dan golongan, yang ber-
sumber atas inisiatif masyarakat,
yang berorientasi pada saling meng-
hargai, menghormati, dan tolong me-
nolong antar sesama dan tidak me-
numbuhkan sikap dan perilaku ru-
kun yang semu.

5. Melakukan interaksi sosial antar indi-
vidu, kelompok, agama, dan etnis
yang berbeda dengan saling perca-
ya, saling menghargai, saling mema-
afkan bila terjadi kesalahan.
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6. Sikap yang menyadari bahwa status,
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kedudukan, dan jabatan yang dipe-
roleh seseorang tidak akan pernah
ada artinya tanpa dukungan dan pe-
ran serta orang lain dan menyadari
bahwa kedudukan atau jabatan ter-
sebut tidak kekal/abadi.



Konflik...Dosa Siapa?
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II. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan di-
maksudkan untuk mewujudkan peme-
rintahan yang bersih, efisien, dan efek-
tif, serta menumbuhkan suasana politik
yang demokratis yang bercirikan keter-
bukaan, rasa tanggung jawab, tanggap
dan menjunjung aspirasi rakyat, meng-
hargai perbedaan, jujur, bersediaan
menerima pendapat orang lain yang
lebih benar dan memberi pelayanan
kepada publik serta sikap mundur bila
bersalah.

Situasi multikultural atau kema-
jemukan dalam kesetaraan dapat men-
jadi acuan dasar dalam berpikir, bersi-
kap dan bertingkah laku dalam kehi-
dupan berbangsa di Indonesia. Hu-
bungan antara lembaga-lembaga pub-
lik, organisasi masyarakat, dan warga
masyarakat secara orang perorangan
memungkinkan terwujudnya sebuah
etika politik yang merupakan hasil pro
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ses pengendalian sosial baik secara
preventif maupun represif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan da-

lam etika politik dan pemerintahan
adalah:

L.

Seorang pejabat pemerintah/ politik
dan partisipan politik tidak boleh
menggunakan jabatan publik yang
dipangkunya (jabatan pada peme-
rintahan, partai politik, dan organ-
isasi kemasyarakatan lainnya) untuk
memperkaya dan menguntungkan di-
ri sendiri atau orang lain (keluarga/
kelompok, golongan) yang menyebab-
kan kerugian negara/rakyat. Oleh
karena itu penyelewengan kekuasa-
an (abuse of power) merupakan masalah
terpenting dalam politik yang harus
dicegah. Perwujudan penyeleweng-
an kekuasaan ini adalah KKN (Ko-
rupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2. Etika politik tidak memperbolehkan

politik uang (money politic), yakni digu-
nakannya uang untuk mendapatkan
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dukungan politik. Politik uang me-
rupakan tindakan menyimpang ka-
rena tindakan politik haruslah dida-
sarkan atas penilaian objektif ter-
hadap calon-calon yang dibuat seca-
ra mandiri oleh si pendukung. Oleh
karena itu, politik uang merupakan
tindakan penyuapan dalam dunia
politik yang juga bisa disebut seba-
gai suap politik.

Seorang pemimpin pemerintahan
dan politik yang menjunjung etika
politik ditandai oleh kemampuan-
nya untuk menyerap masukan-ma-
sukan dari lapisan/struktur bawah
dan masyarakat dalam proses pem-
buatan keputusan. Meskipun pada
akhirnya keputusan ditentukan oleh
pemimpin dan para pembantu de-
katnya, keputusan yang dibuat se-
harusnya adalah yang terbaik bagi
minimal mayoritas (lebih dari se-
paruh) dari mereka yang akan ter-
kena oleh keputusan itu sesuai
dengan pemahaman sang pemim-
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piti pada saat keputusan itu dibuat.

. Sikap toleran adalah sebuah nilai

penting dalamn etika politik. Sebagai
konsekuensi dari perlu dikembang-
kannya toleransi adalah diterimanya
kritik dari pihak lain dengan lapang
dada. Kritik tidak boleh dijawab
dengan tindakan kekerasan fisik ter-
hadap pengeritik. Oleh karena itu,
etika politik mengharuskan dikem-
bangkannya nilai-nilai keterbukaan
bahwa kritik adalah masukan untuk
melakukan perbaikan terhadap ke-
putusan dan perilaku dari yang di-
kritik.

Konsekuensi lain dari toleransi ada-
lah dihormatinya orang lain yang
berbeda pandangan dari aspirasi
politik. Para partisipan politik tidak
memperlakukan pihak lain yang ber-
beda dalam aspirasi dan pendapat
politik sebagai musuh yang harus
disingkirkan dengan kekerasan/
pemaksaan fisik. Oleh karena itu
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politik mengharuskan dikembang-
kannya kemampuan untuk hidup
bersaing secara damai (peaceful coexist-
ence) dengan anggota masyarakat lain
yang berbeda dalam banyak hal
(pandangan politik, keanggotaan,
dan dukungan terhadap partai poli-
tik, ras/suku, asal daerah, tingkat
ekonomi, tingkat pendidikan, dan
sebagainya).

. Para partisipan politik harus selalu

menjaga sopan santun dengan tidak
menyerang pihak lawan secara pri-
badi. Kritik haruslah selalu ditujukan
kepada kebijakan yang dibuat. Se-
ringkali kekecewaan terhadap kebi-
jakan yang dibuat menghasilkan hu-
jatan secara pribadi terhadap pem-
buat keputusan. Ini jelas tidak sesuai
dengan etika politik.

Para partisipan politik yang memiliki
etika politik ditandai oleh kemam-
puan mereka untuk menghormati
keputusan yang dibuat bersama se-
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suai dengan peraturan yang berla-
ku, meskipun keputusan tersebut
berbeda dengan pendapat yang di-
anut. Oleh karena itu, pernyataan
“tidak bertanggung jawab terhadap
keputusan yang dibuat” dan me-
ninggalkan ruang rapat pada waktu
keputusan dibuat (walk out) adalah
perilaku yang bertentangan dengan
etika politik. Gejala seperti ini masih
sering dijumpai pada anggota DPR.
Setiap anggota DPR harus menghor-
mati keputusan yang dibuat dan
merasa terikat dengan keputusan
ini meskipun keputusan tersebut
adalah keputusan pihak lain (yakni
pihak mayoritas mutlak) yang ber-
beda dengan pendapatnya.

. Ketaatan hukum adalah nilai yang
tidak kalah pentingnya dalam etika
politik. Oleh karena itu, kemampuan
warga negara untuk patuh kepada
hukum karena kesadaran sendiri (law
abiding citizens) adalah persyaratan bagi
berkembangnya kehidupan politik
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yang sehat. Hal ini adalah salah satu
unsur penting dalam rule of law. Unsur
yang lain adalah penegakan hukum
(law enforcement) yang dilakukan oleh
aparat hukum dengan cara member-
lakukan hukum secara tegas tanpa
pandang bulu, dan adil.

9. Setiap partisipan politik mampu me-

nahan diri agar tidak menyampai-
kan janji yang muluk-muluk yang
tidak bisa terpenuhi karena memang
tidak wajar. Janji muluk seperti ini
didorong oleh keinginan untuk
memperoleh dukungan politik mes-
kipun dengan cara yang salah.

10.Para partisipan politik dalam menja-

20

lankan kegiatan politik tidak boleh
sampai menimbulkan gangguan
dan kesulitan bagi warga masyara-
kat, contoh, penyelenggaraan de-
monstrasi atau demo. Demo tidak
boleh menghasilkan kemacetan, rasa
tidak aman dan tenang, serta gang-
guan lain terhadap masyarakat, ka-
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rena pelaksanaan hak-hak politik ti-
dak boleh menimbulkan antipati
masyarakat terhadap kegiatan poli-
tik.

Etika politik yang diartikulasikan
dalam proses pemberdayaan masyara-
kat semacam inilah yang niscaya akan
mewujudkan pemerintahan atas negara
yang berperilaku jujur, tidak melaku-
kan kebohongan publik, tidak me-
mangsa, tidak menyalahgunakan ke-
kuasaan, bersikap toleran akan perbe-
daan, melaksanakan fungsi pelayanan
publik, menjalankan fungsi perwakil-
annya dan terhindar dari upaya pe-
nyuapan dalam dunia politik.

Sementara Etika Pemerintahan atau
Etika Birokrasi pada dasarnya diarah-
kan untuk mewujudkan aparatur nega-
ra yang profesional, handal, sejahtera,
akuntabel memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat dan selalu berupaya
mewujudkan pemerintahan yang baik
atau tata pemerintahan yang baik (good
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governance), pemerintah yang bersih (clean
government), dan bebas KKN. Sebagai
acuan yang harus diperhatikan adalah
7 Asas Penyelengaraan Negara, yaitu
kepentingan umum, tertib, keterbukaan,
kepastian hukum, proporsionalitas,
profesionalitas, dan akuntabilitas.

Gerakan Disiplin Nasional perlu di-
bangkitkan kembali melalui pening-
katan disiplin nasional yang menerap-
kan dan mengamalkan nilai-nilai bu-
daya kerja, budaya bersih, budaya ter-
tib, budaya peka, budaya tanggap, bu-
daya malu, dan budaya menghargai
waktu. Nilai-nilai luhur bangsa harus
dijadikan acuan dalam membangun
etika pemerintahan yang jujur, disiplin,
kerja keras, ulet percaya diri, inisiatif,
kreatif, teliti, dan komunikatif. Nilai-
nilai moral yang harus diterapkan pada
setiap aparatur negara adalah contoh
dan keteladanan, integritas, tegas, ber-
dedikasi tinggi, hidup hemat, dan se-
derhana.
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Peran serta dan partisipasi masya-
rakat dalam penyelenggaraan negara
terus didorong dan diberdayakan,
antara lain dalam mencari, mempe-
roleh, dan memberikan informasi, pe-
layanan yang adil, dan perlindungan
hukum. Aparatur negara terus dido-
rong menuju birokrat profesional ka-
rier melalui reformasi birokrasi, meli-
puti aspek-aspek kelembagaan, kapa-
sitas sumber daya manusia, ketata-
laksanaan, pengawasan dan akunta-
bilitas, peningkatan koordinasi, dan
pelayanan publik yang prima.

Setiap aparatur negara harus mem-
punyai keinginan untuk mengubah
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak,
membangun karakter dan jatidiri, ber-
iman dan bertagwa, berpandangan ke
depan, kompeten, dan kredibel. Apara-
tur negara di semua jajaran dan ting-
katan harus transparan, akuntabel,
bersih, bertanggung jawab, melayani
masyarakat, dan terus menerus me-
numbuhkembangkan moral, etos kerja,
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profesionalitas, rasa malu, menjaga
kehormatan dan martabat, mengem-
bangkan potensi, dan meningkatkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
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III. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika Ekonomi dan Bisnis dimak-
sudkan agar prinsip dan perilaku
ekonomi dan bisnis baik pribadi mau-
pun institusi melahirkan realitas eko-
nomi dengan ciri berbuat dan bersaing
dengan jujur, berkeadilan, etos kerja
tinggi, daya tahan dan kemampuan
bersaing, suasana kondusif dalam
pemberdayaan ekonomi rakyat, meng-
hindari praktek monopoli, oligopoli,
KKN, diskriminatif rasial dan meng-
hindari perilaku menghalalkan segala
cara dalam memperoleh keuntungan.

Etika ekonomi dan bisnis dimak-
sudkan untuk mencegah ekonomi na-
sional terseret ke arah ekonomi kapi-
talisme, sebagai akibat dari kontak
ekonomi yang terjadi secara berkesi-
nambungan dan lebih bernuansa keter-
gantungan kepada negara-negara ma-
ju yang berbasis ideologi kapitalisme.
Evaluasi krisis perlu dilakukan untuk
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mendeteksi sejauhmana telah terjadi
diskrepansi ideologis terhadap praktek
privatisasi. Hal ini dimaksudkan se-
bagai upaya untuk mewujudkan keadi-
lan sosial dan berkembangnya ekono-
mi kerakyatan sebagaimana diamanat-
kan oleh Tap MPR. Isu tersebut sangat
terkait dengan berbagai isu keadilan
termasuk didalamnya isu keadilan
antar generasi. Dalam jangka pendek
maupun menengah tidak terlihat per-
ekonomian nasional akan mampu me-
lepaskan diri dari praktek berhutang.
Dengan demikian harus diagendakan
agar prinsip-prinsip etika dapat dite-
rapkan dalam langkah kebijakan yang
berkaitan dengan cara mengurangi hu-
tang luar negeri.

Hal lain yang perlu dibahas adalah
isu-isu yang terkait erat dengan masa-
lah KKN, antara lain praktek suap yang
telah menjadi “common practice” dalam
dunia bisnis nasional. Selain itu tinjau-
an etika perlu dilakukan terhadap bebe-
rapa hal antara lain, sumbangan untuk
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politik atau pemberian hadiah dan fa-
silitas terhadap keputusan. Pengem-
bangan prinsip-prinsip “corporate gover-
nance”, seperti transparansi dan akunta-
bilitas, beserta mekanisme yang akan
diterapkan perlu menjadi agenda pem-
bahasan. Untuk itu hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam kaitannya dengan
etika ekonomi dan bisnis adalah:

. Perlunya perhatian para pengusaha
kelas atas terhadap para pengusaha
menengah dan bawah dengan cara
membantu mereka agar mampu
mengembangkan usahanya sehing-
ga terwujud hubungan yang har-
monis.

2. Memberdayakan masyarakat ekonomi
lemah dengan memberikan kesem-
patan yang lebih luas untuk meng-
akses modal dalam rangka mengem-
bangkan usahanya.

3. Mengembangkan usaha perekono-
mian masyarakat lokal untuk me-
ningkatkan perekonomian yang ber-
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basis kerakyatan, serta menjauhkan
diri dari sikap dan perilaku meren-
dahkan kemampuan ekonomi ma-
syarakat lokal.

4. Para pengusaha kelas atas hendak-
nya memberi bimbingan keteram-
pilan dalam manajemen wirausaha
dan pendidikan yang layak bagi pe-
laku ekonomi lemah secara berke-
sinambungan sehingga para pengu-
saha kecil dan menengah dapat
mengembangkan ketrampilan dan
usahanya sehingga dapat tercapai
kondisi ekonomi kerakyatan yang
kokoh.

5. Privatisasi harus didasarkan pada se-
mangat untuk menciptakan sistem
pelayanan yang lebih baik, kualitas
yang lebih baik, dan daya jangkau
yang lebih luas. Privatisasi yang ber-
implikasi pada kenaikan harga pe-
layanan hanya akan mempersempit
jangkauan pelayanan terhadap pub-
lik.

29
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Privatisasi harus memperhatikan di-
mensi ketenagakerjaan yang manu-
siawi, privatisasi harus diprioritas-
kan untuk perusahaan nasional dan
bukan untuk kepentingan perusa-
haan asing atau multinational com-

paty:

. Dalam hubungan perburuhan, buruh

tidak dianggap dan dinilai sebagai
“alat produksi” semata, sebagaima-
na hal mesin dan peralatan, tetapi
sebagai mitra kerja utama, sehing-
ga loyalitas dan etos kerja buruh se-
cara kultural akan tumbuh dan ber-
kembang.

Kompetisi sehat dalam ekonomi
dan bisnis harus didasarkan pada
prinsip fair competition bukan free competi-
tion. Free competition hanya akan me-
lahirkan “pemenang” dalam jumlah
sedikit dari kelompok besar dan
pihak “terkalahkan” dalam jumlah
besar dari kalangan lemah yang
justru menjadi fokus perhatian untuk
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diberdayakan. Hal ini dapat dilaku-
kan dengan cara memerangi KKN,
law enformence, dan peraturan perun-
dangan yang terkait.

. Memberi informasi mengenai pro-
duk secara jujur kepada masyarakat,
serta upaya promosi yang tidak bo-
leh mengelabui dan membodochi
masyarakat dengan cara menguat-
kan control public dan law enformence pe-
raturan perundangan.
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V. Etika Penegakan Hukum yang
Berkeadilan

Etika Penegakan Hukum yang Ber-
keadilan, dimaksudkan untuk menum-
buhkan kesadaran bahwa tertib sosial,
ketenangan, dan keteraturan hidup ber-
sama hanya dapat diwujudkan dengan
penerapan hukum yang adil dan ke-
taatan kepada hukum dan seluruh pe-
raturan yang ada.

Etika penegakan hukum yang ber-
keadilan digunakan sebagai alat
pengendalian sosial yang mengarah
pada sikap tindak yang kondusif untuk
dapat terwujudnya keadilan sebagai-
mana tujuan pembentukan hukum.
Peranan ini sangat diperlukan, meng-
ingat dalam proses positivisasi yang
dikerjakan di badan-badan legislatif
tidak pernah berhasil merengkuh sira-
tan-siratan moral yang terkandung da-
lam norma-norma etika. Muatan ideo-
logi yang mewarnai politik hukum ter-
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serap menjadi hubungan normatif an-
tara peristiwa hukum dengan akibat
hukum.

Sarana pengendalian sosial dalam
penegakan hukum ini bekerja dari
dalam sebagai norma-norma yang
akan membantu terwujudnya kelan-
caran dalam berbagai aspek kehi-
dupan. Pada sisi lain sarana pengen-
dalian sosial ini akan mendorong ber-
bagai pihak baik sebagai pejabat ne-
gara, pejabat pemerintah, maupun or-
ang perorangan lebih berani secara
moral untuk membentuk kondisi yang
kondusif dalam menegakkan hukum
yang berkeadilan.

Pengendalian sosial dalam rangka
penegakan hukum yang berkeadilan
terbentuk dan teraplikasikan sebagai
suatu sistem. Proses pengendalian so-
sial ini sebagai suatu proses yang si-
nergik yang dilakukan oleh semua ka-
langan dalam jangka panjang akan me-
wujudkan suatu kehidupan berbangsa
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yang kokoh, transparan, dan berke-
adilan dalam tatanan yang demokratis.

Etika penegakan hukum yang ber-
keadilan dalam kehidupan berbangsa
memiliki lingkup penyelenggaraan nega-
ra, mencakup hubungan segitiga anta-
ra: Lembaga Negara dan Lembaga
Pemerintah beserta para pejabatnya,
organisasi-organisasi dunia usaha, dan
masyarakat serta warga masyarakat
secara orang perorangan.

Norma atau kaidah-kaidah yang
wajib ditaati sebagai penegak hukum
adalah:

1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut su-

paya penegakan hukum, manusia

senantiasa diperlakukan sebagai pri-
badi dan makhluk sosial sebab ia
memiliki keluhuran budi.

2. Keadilan
Keadilan adalah kehendak yang ajeg
dan kekal untuk memberikan se-
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suatu kepada orang lain apa saja
yang menjadi haknya.

3. Kepatutan

Kepatutan adalah hal yang wajib di-
pelihara dalam pemberlakuan un-
dang-undang dengan maksud untuk
menghilangkan ketajamannya. Ke-
patutan ini perlu diperhatikan
terutama dalam pergaulan hidup
manusia dan masyarakat.

4. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak
hukum harus bersikap jujur dalam
mengurus atau menangani hukum
yang berupaya untuk mencari ke-
adilan. Atau dengan kata lain setiap
penegak hukum diharapkan sedapat
mungkin memelihara kejujuran da-
lam dirinya dan menjauhkan diri
dari perbuatan yang curang dalam
mengurus perkara.

Contoh penegak hukum:
a. Polisi, sebagai penegak hukum

mempunyai tugas melayani ang-
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gota masyarakat, memberi per-
lindungan terhadap hidup dan
harta milik seseorang, melin-
dungi yang benar dan jujur dari
segala bentuk penipuan, bagi
yang lemah dari segala bentuk
penindasan dan intimidasi dan,
yang hidup damai dari kekerasan
dan kebrutalan. Sementara itu, ia
juga berkewajiban untuk meng-
hormati hak-hak konstitusional
setiap orang untuk kebebasan-
nya, kesamaan derajat dan ke-
adilan. Tradisi profesi kepolisian
seperti ini haruslah benar-benar
dapat membantu masyarakat se-
suai dengan panggilan tugasnya
bagi pengabdian semua orang.

b. Demikian pula halnya dengan seo-
rang hakim yang memiliki ke-
kuasaan terhadap para pihak
yang berhubungan dengan masa-
lah hukum atau konflik yang di-
hadapkan pada pengadilan. Se-
bagai seorang hakim la memiliki
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tanggung jawab yang besar pada
setiap keputusan yang diambil.
Keputusan hakim yang tidak adil
akan berakibat fatal pada orang
yang terkena hukuman sepan-
jang hidupnya.

¢. Seorang notaris harus menyadari

kewajibannya, kerja mandiri, jujur
dan tidak berpihak, dan penuh
rasa tanggung jawab memberi-
kan pelayanan pada masyarakat
yang memerlukan jasanya, mem-
berikan penyuluhan hukum un-
tuk mencapai kesadaran hukum
yang tinggi serta harus membe-
rikan pelayanan pada anggota
masyarakat yang kurang mam-

pu.
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V. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan agar
masyarakat mampu berpikir rasional,
kritis, logis, dan obyektif serta diharap-
kan dapat membentuk pribadi/kolek-
tif yang gemar membaca, belajar, me-
neliti, menulis, membahas, dan kreatif,
serta tahan uji dan pantang menyerah.

Dalam etika keilmuan ada prinsip-
prinsip dasar yang bersifat lintas bi-
dang keilmuan dan penelitian, antara
lain menghormati kehidupan manusia,
menghargai kebebasan akademik dan
kebenaran, memenuhi rasa keadilan
dan kejujuran serta menjamin keraha-
siaan. Dasar dijalankan/tidaknya prin-
sip-prinsip dalam etika keilmuan ter-
sebut adalah kesadaran moral dari ma-
sing-masing individu

Untuk menumbuhkembangkan ke-
sadaran moral agar masing-masing
individu senantiasa menjalankan etika
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keilmuan dan menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusian dalam mengem-
bangkan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi, diperlukan pendidikan secara
berkesinambungan yang menanam-
kan rasa malu dan bersalah jika mela-
kukan berbagai kecurangan, ditopang
oleh bahan ajar dan buku-buku bacaan
serta berbagai media yang secara sis-
tematis dirancang untuk penyadaran
moral. Depdiknas, Kementerian Kebu-
dayaan dan Pariwisata, Masyarakat
IImuwan, Organisasi Profesi, Guru dan
Instansi terkait seyogyanya dapat be-
kerjasama menindaklanjuti upaya ini.
Prinsip etika keilmuan terdiri atas:

1. Kebebasan ilmiah yaitu kebebasan
untuk mencari kebenaran, serta
mempublikasikan temuan ilmiah
yang dipandang benar. Ini berarti
mengandung kewajiban bahwa se-
seorang tidak boleh menyembunyi-
kan apa yang diakuinya sebagai ke-
benaran ilmiah. Pembatasan terha-
dap kebebasan ilmiah berarti meng-
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hambat perkembangan dan penye-
baran pengetahuan. Kebebasan ilmi-
ah dapat dicontohkan dengan mem-
beri kebebasan kepada setiap orang-
/lembaga untuk mempelajari apa
saja yang berhubungan dengan
pengetahuan untuk kepentingan
akademis.

2. Kejujuran intelektual. Ini berarti bah-

42

wa kebenaran ilmiah tidak boleh
dikorbankan demi mencapai kepen-
tingan pribadi. Demikian pula
dengan pemalsuan kebenaran, ke-
bohongan intelektual serta plagiar-
isme dinilai menyalahi kejujuran in-
telektual. Perbuatan yang melanggar
kejujuran intelektual seperti, pla-
giarisme, membubuhkan nama sen-
diri pada karya orang lain, mengu-
tip pendapat orang lain tanpa menye-
but sumbernya, mencuri ide/ga-
gasan orang lain serta penggunaan
gelar akademik/profesi palsu tidak
semestinya.
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3. Penghargaan terhadap rasionalitas.
Ini berarti menghargai cara kerja
ilmu pengetahuan sesuai dengan
disiplin ilmu yang bersangkutan, ter-
buka untuk menguji temuan-temu-
an serta keberanian untuk memper-
tanyakan asumsi-asumsi. Hal ini me-
nuntut penghargaan terhadap pe-
nalaran serta argumentasi rasional
yang obyektif.

4. Disiplin budi atau akses intelektual
menunjukkan sikap ilmuan yang
tidak hanya harus melatih dan mem-
pertajam daya pikir, tetapi juga men-
cakup kegiatan pengaturan seluruh
diri manusia dengan seluruh se-
mangat manusia. Dengan begitu,
disiplin budi mencakup berbagai
latihan fisik dan mental serta psi-
kologis, sehingga tercipta kebiasa-
an-kebiasaan yang menopang kegi-
atan kegiatan intelektual. Hidup
seorang ilmuan perlu dilandasi oleh
berbagai nilai seperti, keterbukaan,
keingintahuan, kreativitas, kesedia-
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an untuk merubah pendapat dan si-
kap tanpa pamrih serta menghargai
obyektivitas.

5. Malu dalam menggunakan gelar aka-

44

demik/ profesi yang diperoleh dari
suatu lembaga tanpa melakukan pro-
ses pendidikan yang benar.
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VI Etika Lingkungan

Etika Lingkungan dimaksudkan
untuk menumbuhkan kesadaran dan
menghargai serta melestarikan ling-
kungan hidup dan pengaturan tata
ruang secara berkelanjutan dan ber-
tanggung jawab.

Pembangunan berkelanjutan (sustain-
able development) dan keberlanjutan ling-
kungan (environmental sustainable) adalah
dua hal yang berkaitan. Tanpa adanya
lingkungan yang terjaga dari kerusa-
kan, maka penyelenggaraan pem-
bangunan yang berkelanjutan tidak
akan terjamin. Sejauh ini, banyak sekali
fakta yang menunjukkan adanya deg-
radasi yang telah menimbulkan ber-
bagai masalah ikutannya, seperti banjir,
erosi, abrasi dan pencemaran yang ter-
jadi secara terus-menerus di segenap
penjuru tanah air. Bila dikaji sumber
permasalahannya, adalah akibat eks-
ploitasi yang berlebihan pada sumber
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daya alam. Secara lebih eksplisit eks-
ploitasi yang terjadi:

1. Sumber daya alam hutan. Penebangan
kayu dan pemanfaatan sumberdaya
hayati hutan lainnya tanpa memper-
hitungkan aspek konservasi. Hutan
hutan tropis Indonesia yang mendu-
duki urutan ketiga terbesar di dunia,
telah mengalami kerusakan dengan
tingkat deforestasi rata-rata 600.000
hektar pertahun. Sebagai akibatnya
terjadi kebakaran hutan yang ber-
ulang setiap tahun yang dampaknya
dirasakan sampai ke negara tetang-
ga seperti Singapura dan Malaysia.
Selain itu, juga berdampak pada ke-
sehatan manusia, kondisi keaneka-
ragaman hayati dan kegiatan pari-
wisata. Dari segi finansial, telah
menyebabkan kerugian akibat keba-
karan hutan mencapai Rp. 30,42 tri-
liyun pertahun.

2. Sumber daya alarn laut. Penangkapan
ikan dan berbagai biota laut lainnya
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dilakukan dengan menggunakan
bahan dan alat yang tidak ramah
lingkungan, seperti bom, racun sia-
nida dan pukat harimau. Akibatnya
sebagian besar terumbu karang In-
donesia sudah mengalami kerusa-
kan dan hanya 6 persen terumbu
karang yang masih dalam kondisi
sangat baik. Di sebagian wilayah la-
ut, terutama di pusat-pusat kegiatan
ekonomi dan pertumbuhan pendu-
duk, telah terjadi peningkatan yang
berlebihan. Akibatnya adalah turun-
nya potensi hasil perikanan yang
tajam serta hilangnya potensi wisata
bahari. Di samping masih kurang-
nya kesadaran dan pengetahuan ten-
tang pentingnya pelestarian laut dan
aspek kebijakan masih menjadi ken-
dala.

3. Sumberdaya sistem air tawar, air ta-
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nah dan udara: mengalami pence-
maran yang luar biasa, karena kon-
sep pengembangan industri dan tek-
nologi yang ramah lingkungan be-
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lum diaplikasikan. Hal ini berkaitan
dengan ketidakpedulian terhadap
pentingnya konservasi dan daya du-
kung lingkungan. Pencemaran air
(air permukaan dan air tanah) seca-
ra kasat mata dapat dilihat dari kon-
disi sungai-sungai di Indonesia. Pen-
cemaran tersebut berasal dari antara
lain limbah rumah tangga, industri,
pertanian dan pertambangan. Selain
limbah organik yang telah melam-
paui ambang batas juga pencemaran
logam berat yang sangat berbahaya
bagi kehidupan perairan dan manu-
sia. Pembuangan sampah juga telah
menimbulkan dampak serius teruta-
ma pada hampir seluruh kota-kota
besar di Indonesia. Sebagai contoh,
sampah di Jakarta dapat mencapai
6000 ton per hari dengan pola pe-
nanganan yang konvensional (sam-
pah tidak dipilah, tidak terangkat
seluruhnya) dan dibuang dengan
cara pembuangan terbuka dan di-
buang ke badan-badan sungai. Be-
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lum lagi limbah pertanian sebagai
akibat penggunaan berbagai macam
pestisida dan pupuk kimia yang
terbawa air menuju sungai. Kondisi
air tanah pun telah mengalami de-
gradasi akibat pembuangan limbah,
baik cair maupun padat serta penyu-
supan air asin (intrusi) akibat peng-
ambilan air tanah untuk keperluan
industri.

- Pertanian. Penggunaan teknologi

yang berlebihan (pupuk, pestisida,
hormon tanaman) akhirnya justru
menyebabkan tanah menjadi mis-
kin, di samping menimbulkan efek
rantai (chain reaction) pada ekosistem
lainnya seperti pencemaran. Pening-
katan produksi pertanian dapat di-
lakukan dengan rekayasa genetika,
namun memerlukan biaya yang ting-
gi yang hanya menguntungkan pi-
hak swasta. Karena itu pemiskinan
yang terjadi tidak terbatas pada pe-
miskinan ekosistem tetapi juga pada
pemiskinan kultural.
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5. Pertambangan. Eksploitasi yang ber-
lebihan pada bahan-bahan tambang,
apalagi yang termasuk sumberdaya
tidak terbarukan (non renewable resources)
yang meliputi bahan mineral, mi-
nyak dan gas bumi telah berada
pada kondisi yang mengkhawatir-
kan selain dampaknya terhadap pen-
cemaran akibat bahan-bahan berba-
haya dan beracun dari berbagai lo-
gam berat. Berbagai kegiatan pem-
bangunan yang dapat mencemari ling-
kungan antara lain pelumpuran ka-
rena erosi permukaan pada buangan
tambang, buangan air tambang yang
bersifat asam, buangan tambang dari
pengolahan serta buangan minyak
dari bengkel.

6. Keanekaragaman hayati. Meningkat-
nya jumlah penduduk dan kegiatan
ekonomi yang disertai dengan ke-
tidak pedulian pada pelestarian ling-
kungan mempunyai kontribusi be-
sar terhadap menurunnya keaneka-
ragaman hayati baik di darat mau-
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pun di laut. Penebangan hutan untuk
kegiatan logging dan perkebunan be-
sar serta kebakaran hutan yang ber-
skala besar mempunyai efek yang
sangat signifikan terhadap keber-
langsungan berbagai flora dan fauna
seperti orang utan, macan bali dan
berbagai jenis burung. Penurunan
keanekaragaman hayati juga terjadi
di daerah pesisir dan laut. Kegiatan
pengeboman ikan di hampir seluruh
wilayah  Indonesia mempunyai
dampak yang signifikan terhadap
jumlah dan jenis terumbu karang,
ikan dan penyu.

Keadaan ini tidak dapat dibiarkan
terus dan harus dicari solusi untuk
mengatasi permasalahan ini. Salah satu
upaya adalah menegakkan etika ling-
kungan yang dimaksudkan untuk men-
jaga hubungan moral manusia dengan
lingkungannya.
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PROGRAM AKSI

Rumusan-rumusan yang dikemuka-
kan di halaman-halaman depan, tentu
saja tidak dapat diwujudkan tanpa pro-
gram aksi yang akan dikerjakan ber-
sama. Karena cakupan yang tercantum
di dalam keenam etika yang dise-
butkan oleh TAP-MPR No. VI/2001 itu
demikian luas, maka di dalam usaha
perwujudannya, kita harus melakukan
pilihan-pilihan yang ditentukan seba-
gai fokus program aksi.

Sejalan dengan itu, maka program
aksi terfokus pada lima nilai yang ke-
limanya ada di dalam keenam etika
yang disebutkan itu. Kelima nilai itu
ialah:

l. Kejujuran

2. Keteladanan

3. Toleransi

4. Mendahulukan kepentingan orang ba-
nyak
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5. Ethos kerja

Kelima nilai yang menjadi fokus itu,
selanjutnya dijabarkan pada halaman
berikut.
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Lima Nilai Prioritas Agenda yaiig
Harus Dilaksanakaii dalam Etika
Kehidupan Berbangsa

. Kejujuran merupakai prinsip peii
laku yang memperlihatkan sikap ke-
terbukaan, tidak suka berbohong,
berlaku adil, mau mengakui kesala-
han dan mau berkorban demi kebe-
naran. Hal ini harus tercermin dalar
kehidupan sehari-hari. Dalam etika
politik dan pemerintahan, tidak
akan melakukan kebohongan pub-
lik, tidak memberikan janji yang
muluk-muluk yang tidak mungkin
akan terpenuhi serta tidak menya-
lahgunakan kekuasaan. Pada etika
ekonomi dan bisnis, berbuat dan
bersaing dengan jujur, menghindari
praktek KKN dan memberikan in-
formasi mengenai produknya secara
jujur kepada masyarakat. Bagi etika
hukum yang berkeadilan, para pene-
gak hukum (hakini, jaksa dan polisi)
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harus bersikap jujur dalam me-
nangani kasus-kasus yang dihadapi,
memberlakukan hukum secara te-
gas, tanpa pandang bulu dan adil,
tidak terpengaruh oleh pihak mana-
pun, dan tidak melakukan praktek
KKN. Sementara etika keilmuan, ha-
rus menegakkan kejujuran intelek-
tual, kebenaran ilmiah tidak boleh
dikorbankan demi kepentingan pri-
badi, malu menggunakan gelar pal-
su atau gelar yang diperoleh dengan
cara yang tidak lazim dan menolak
plagiarism. Sedangkan dalam etika
lingkungan, kejujuran ditujukan le-
bih pada diri sendiri seperti dalam
hal penggantian oli mesin mobil se-
cara berkala.

. Keteladanan merupakan sikap dan

perilaku yang sederhana, membe-
rikan contoh yang baik dan bersikap
apa adanya atau sewajamya. Dalam
etika politik dan pemerintahan akan
terlihat bila seseorang tidak meng-
gunakan jabatan yang dipangkunya
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untuk memperkaya diri sendiri/or-
ang lain, tidak akan melakukan
politik uang dan menghindari prak-
tek KKN. Etika ekonomi dan bisnis,
tidak akan melakukan praktek suap
untuk melancarkan bisnisnya, ber-
tanggung jawab atas segala risiko
yang diakibatkan oleh produk yang
dibuatnya. Dalam etika hukum yang
berkeadilan, bertanggung jawab
atas keputusan yang diambil meru-
pakan hal yang penting, bersikap
adil dan tidak memihak pada seti-
ap kasus yang ditangani. Sementara
sikap keteladanan dalam etika ke-
ilmuan akan terlihat dari sikap yang
mau membagi ilmunya kepada o-
rang lain, mau mengakui kesalahan
dan bersedia melakukan perbaikan
dan tidak sombong/arogan. Akan
halnya keteladanan dalam etika
lingkungan, hemat dalam meman-
faatkan sumber daya alam, cinta
kebersihan, tidak akan memelihara
atau menembak binatang yang di

B7
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lindungi, tidak membuang sampah
sembarangan dan hemat dalam meng-
gunakan air bersih.

Toleransi merupakan sikap dan pe-
rilaku yang mampu mengekang ke-
inginan-keinginan dan kepentingan
diri sendiri dalam keseimbangan
dengan memperhatikan kepenting-
an orang lain, menghargai perbeda-
an pendapat, suku, agama dan go-
longan. Dalam etika politik dan pe-
merintahan, bersedia menerima kri-
tikan dan pendapat orang lain,
menghormati keputusan yang dibu-
at bersama meskipun berbeda dengan
pendapat sendiri. Etika ekonomi
dan bisnis, sikap toleransi tercermin
dari sikap yang memperhatikan
pengusaha lemah dan menganggap
buruh sebagai mitra kerja. Sementara
etika hukum yang berkeadilan, si-
kap toleransi tampak pada azas pra-
duga tak bersalah dan mau men-
dengarkan pembelaan atau penje-
lasan orang lain. Dalam etika keil
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muan, akan mernberikan kebebasan
kepada orang lain untuk mencari ke-
benaran dan mempublikasikan te-
muan-temuan ilmiah yang dianggap
benar, memberikan kebebasan un-
tuk mempelajari bidang apa pun
untuk kepentingan akademis. Tole-
ransi yang nampak pada etika ling-
kungan adalah tidak merokok di de-
pan orang lain/orang banyak.

4. Mendahulukan kepentingan orang ba-
nyak daripada kepentingan sendiri
merupakan sikap yang bersedia ber-
korban demi tercapainya tujuan ber-
sama. Dalam etika politik, tidak me-
lakukan kegiatan politik yang meng-
ganggu ketertiban umum, menjalan-
kan fungsi pelayanan publik agar
tercapai kesejahteraan bersama. Pa-
da etika ekonomi, dengan mewu-
judkan keadilan sosial dan mengem-
bangkan ekonomi kerakyatan. Se-
mentara pada etika hukum yang ber-
keadilan, dengan cara menghormati
dan melindungi hak konstitusi setiap
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orang, memberi pelayanan pada
masyarakat yang memerlukan jasa-
nya serta memberikan penyuluhan
hukum kepada anggota masyara-
kat. Etika keilmuan, mengabdi pada
kepentingan dan kemajuan masya-
rakat (profesi guru, dokter dsb). Pa-
da etika lingkungan, tidak meng-
gunakan zat-zat kimia yang tidak
ramah lingkungan, tidak menggu-
nakan pupuk atau pestisida yang
membahayakan kesehatan, tidak
membuang limbah yang dapat men-
cemari air sungai dan memberikan
penyuluhan tentang teknologi ramah
lingkungan.

5. Etos kerja merupakan sikap dan pe-

o0

rilaku yang suka berbuat hal-hal
yang positif dan tidak suka berpang-
ku tangan, gigih dan sungguh-sung-
guh dalam mengerjakan sesuatu,
menghargai dan menempatkan
waktu yang tersedia secara efisien
dan efektif, rajin dan berkemauan
keras dalam melaksanakan pekerja



PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

an. Pada etika politik dan pemerin-
tahan, dengan memiliki integritas
yang tinggi untuk kemajuan bangsa
dan negara, membangun aparatur
yang profesional, menumbuh kem-
bangkan budaya malu, etos kerja
yang tinggi, transparan, displin dan
menjaga rahasia negara. Dalam etika
ekonomi dan bisnis, memiliki sikap
yang menghargai dan memanfa-
atkan waktu, dana dan pikiran, tidak
menggunakan sesuatu secara berle-
bihan, penerapan reward dan punishment
secara proporsional. Sementara pada
etika hukum yang berkeadilan, para
penegak hukum harus dapat beker-
ja mandiri, tidak berpihak dan pe-
nuh rasa tanggung jawab. Penerapan
etos kerja dalam etika keilmuan,
mampu bekerja mandiri, komitmen
pada kejujuran intelektual, menja-
min dan menjaga informasi yang di-
berikan, kesadaran untuk mempub-
likasikan hasil penelitian. Dalam eti-
ka lingkungan akan tampak dengan
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adanya kerjasama yang terpadu an-
tara masyarakat, pemerintah dan
pihak industri (swasta) dalam me-
nanggulangi masalah lingkungan,
patuh dan taat pada management system
(AMDAL).



PEDOMAN PTIKA KEHHDUPAN BERBANGSA

PENUTUP

Rumusan dan program aksi dari pe-
doman Etika Kehidupan Berbangsa ini
merupaka usaha untuk menyebarkan
Ketetapan MPR No. VI/2001, sehingga
dapat menjadi pedoman praktis yang
“mungkin” dapat dilaksanakan. Tentu
saja usaha ini belumlah sempurna se-
bagaimana yang diharapkan. Namun,
dengan harapan akan terus disempur-
nakan sambil jalan dan saran-saran dari
warga masyarakat, rumusan dan prog-
ram aksi dicetak sebagai buku saku ini,
cukup memadai sebagai langkah
“awal” dalam usaha berangsur kita ber-
sama untuk menciptakan kembali Eti-
ka Kehidupan Berbangsa kita. Dengan
demikian— walau dengan bentuk se-
derhana —kita telah “memiliki” jabar-
an praktis yang “mungkin” berguna un-
tuk membangun kembali etika kehidu-
pan berbangsa, mulai dari masa kini,
untuk berlanjut ke hari-hari depan kita.
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NO. NILAI SOSIAL BUDAYA POLITIK & EKONOMI & HUKUM YANG KEILMUAN LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN BISNIS BERKEADILAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kejujuran Kejujuran merupakan | Tidak melakukan Berbuat dan bersaing Para penegak hukum Kejujuran intelektual Jujuran pada diri
prinsip perilaku yang kebohongan publik, dengan jujur. (Jaksa, Hakim dan harus ditegakkan. sendiri untuk
memperlihatkan sikap | tidak memberikan janji- Menghindari praktik Polisi) bersikap jujur Kebenaran ilmiah melestarikan
keterbukaan, tidak janji yang muluk yang KKN. Memberi dalam menangani tidak boleh lingkungan
suka berbohong, tidak mungkin informasi mengenai kasus yang ada. Tidak | dikorbankan demi (mengganti oli mesin
berlaku adil, mau terpenuhi, dan tidak produk secara jujur terpengaruh oleh kepentingan pribadi. mobil secara berkala).
mengakui kesalahan, menyalahgunakan kepada masyarakat pihak manapun. Menolak Plagiarism.
serta berkorban demi kekuasaan. Memberikan kepada Malu menggunakan
kebenaran. orang lain apa saja Gelar akademis palsu

yang menjadi haknya. (vang diperoleh
dengan cara yang
tidak lazim)

2 Keteladanan Bersikap dan Tidak menggunakan Tidak melakukan Bertanggung jawab Memberikan Hemat dalam
berperilaku yang jabatan yang praktik suap untuk atas keputusan yang penghargaan kepada memanfaatkan
sederhana dan dipangkunya melancarkan bisnisnya. diambil. Bersikap adil | orang-orangyang sumber-sumber daya
sewajarnya. (Pemerintahan, Parpol, Bertanggung jawab atas | dan tidak memihak dianggap berjasa alam, cinta kebersihan

atau Ormas) untuk segala resiko yang pada setiap kasus dalam bidang ilmu- dan keindahan
memperkaya atau diakibatkan oleh produk | yang ditangani. ilmu tertentu. lingkungan.
menguntungkan diri yang dihasilkan. Mengakui kesalahan Memelihara atau tidak
sendiri (orang lain), dan bersedia menernbak hewan-
KKN. Tidak melakukan melakukan perbaikan. | hewan yang

politik uang (Money Cinta pada dilindungi. Tidak
Politic). orisinalitas. membuang sampah

sembarangan. Hemat
dalam pemakaian air
bersih.




NO. | NILAI [ SOSIALBUDAYA | POLITIK& | EKONOMI& | HUKUM YANG " KEILMUAN LINGKUNGAN
; | | PEMERINTAHAN BISNIS | BERKEADILAN ! !
: 2 ! 3 ! 4 5 ‘1 6 ! 7 : 8
5 | Toleransi | Sikap dan perilaku yang | Mau menerima Perhatian pengusaha | Azas praduga tak \ Kebebasan untuk | Tidak merokok di depan
‘ | mampu mengekang; kritikan dan pendapat = yang kuat terhadap | bersalah. Tidak mencari kebenaran orang banyak.
| keinginan-keinginan dan | orang lain. | pengusaha lemah. memberikan toleransi serta
| kepentingan diri sendiri | Menghormati | Menganggap buruh kepada mereka yang mempublikasikan |
. dalam keseimbangan ~ keputusan yang | sebagai mitra kerja, memang terbukti temuan-temuan 1‘
| dengan memperhatikan | dibuat bersama | sehingga loyalitas dan | bersalah. ilmiah yang
| kepentingan orang lamn. | meskipun berbeda | etos kerja buruh dianggap benar. i
| Menghargai perbedaan | dengan pendapat | secara kultural dapat Memberi kebebasan |
[ | (pendapat, etnis, agama, | yang dianut. | tumbuh dan untuk mempelajari |
A i dan golongan) “ | berkembang. bidang apa saja !
! { 3 untuk kepentingan
| 4 akademis. i
4 Mendahulukan ! Sikap yang bersedia ! Tidak melakukan | Mewujudkan Berkewajiban Mengabdi kepada | Tidak menggunakan zat-
kepentingan orang | memberikan | kegiatan politik yang | keadilan sosial dan menghormati dan kepentingan dan | zatkimia yang tidak
banyak | pengorbanan dem: mengganggu | mengembangkan melindungi hak-hak kemajuan | ramah lingkungan untuk
\

tercapainya tujuan
bersama. Mendahulukan
kepentingan bersama
daripada kepentingan diri
sendiri.

ketertiban umum.
Melaksanakan tungsi
pelayanan publik.

ekonomi kerakyatan.

konstitusi setiap orang
untuk kebebasannya.
Memberikan
pelayanan pada
masyarakat yang
memerlukan jasanya.
Memberikan
penyuluhan hukum
kepada anggota
masyarakat.

masyarakat (Guru,
Dokter, Perawat,
dsb).

menangkap ikan. Tidak
menggunakan pupuk
atau pestisida yang
membahayakan
kesehatan. Tidak
membuang limbah yang
dapat mencemari air
sungai. Memberikan
penyuluhan tentang
teknologi yang ramah
lingkungan.




NO. | NILAI | SOSIAL BUDAYA POLITIK & EKONOMI & HUKUM YANG KEILMUAN LINGKUNGAN
!‘ : PEMERINTAHAN BISNIS BERKEADILAN
1| 2 | 3 4 , 5 6 7 8
5 ! Etos Kerja Sikap dan perilaku vang | Memiliki integritas I Sikap yang | Bekerja mandiri, tidak | Mampu bekerja Kerjasama yang terpadu
suka berbuat hal-hal tinggi untuk menghargai dan berpihak dan penuh mandiri. Komitmen antara masyarakat,
yang positif dan tidak | kemajuan bangsa dan ’ memanfaatkan rasa tanggung jawab. | terhadap kejujuran pemerintah, dan swasta
berpangku tangan, gigih | Negara. Membangun | waktu, dana dan | Tidak mau | intelektual. Adil untuk menanggulangi
dan sungguh dalam | Aparatur yang | pikiran. Tidak dipengaruhi oleh | dalam melakukan masalah lingkungan.
| mengerjakan sesuatu. | profesional. | menggunakan pihak lain. | seleksi. Menjamin Patuh pada ketentuan
Menghargai dan Peningkatan | sesuatu secara atau menjaga management systerm
menempatkan waktu pengetahuan, berlebihan. informasi yang (AMDAL)

yang tersedia secara
efisien dan efektif. Rajin
dan berkemauan keras
dalam melaksanakan
pekerjaan.

kemampuan dan
ketrampilan secara
sistematis dan
berkelanjutan.
Menumbuh
kembangkan budaya
malu, etos kerja yang
tinggi, transparan,
disiplin. Menjamin
dan menjaga rahasia
Negara.

Penerapan reward dan
punishment secara
proporsional.

diberikan. Kesadaran
untuk
mempublikasikan
hasil penelitian.
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